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LATAR BELAKANG

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick
Wins adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah
kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong
kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang
menggambarkan  percepatan  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi yang  oleh

kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, telah menetapkan agar Kementerian dan Lembaga
menetapkan dua program percepatan/quick wins. Quick win pertama adalah quick win
mandatory atau telah ditetapkan oleh Kmenpan-RB yang terkait dengan restrukturisasi
organisasi dan tata kerja, dan quick win yang ditetapkan sendiri oleh Kementerian dan
Lembaga berdasarkan assessment sendiri sebagai program yang dianggap paling pantas untuk

merepresentasikan reformasi birokrasi di masing — masing Kementerian dan Lembaga.

Quick win mandatori yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB merupakan tindak lanjut dari
arahan Presiden untuk merestrukturisasi birokrasi agar terwujud birokrasi yang efisien dan
mampu melayani masyarakat secara cepat dan tepat, sehingga Indonesia mampu memiliki

daya saing yang kuat dalam menghadapi persaingan investasi.

Upaya tersebut dimanifestasikan oleh Kemenpan-RB melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dimana didalamnya secara tegas
disampaikanbahwa penyederhanaan birokrasi menjadi Quick win wajib Kementerian,

Lembaga dan Pemerintah Daerah.



Secara teknis dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi
sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan
penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanan ke dalam

jabatan fungsional.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menko PMK melalui Kepmenko PMK Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Program Percepatan (Quick Wins) Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020, telah merumuskan dan menetapkan 2

program percepatan atau program Quick Wins Kemenko PMK, yaitu:

I) Program Percepatan (Quick Wins) Mandatori: Restrukturisasi Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

2) Program Percepatan (Quick Wins) Mandiri: Program Keluarga Harapan (PKH).

Selanjutnya laporan ini akan fokus menyampaikan apa yang telah dilakukan Kemenko PMK
hingga triwulan 3 tahun 2020 dalam melaksanakan quick win mandatori atau program
percepatan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB selaku Kementerian Pembina

pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, yaitu restrukturisasi organisasi dan tata kerja.
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Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang sederhana
efisien namun efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, yang
dimanifestasikan dengan tegas dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 — 2024,
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menerbitkan
Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pengganti Permenko
PMK Nomor Nomor | Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Penyederhanaan yang dilakukan adalah menyusutkan jumlah Deputi dari 7 Deputi menjadi 6
Deputi, sembari menyiapkan slot organisasi yang transformatif dengan berubahnya sebagian
besar pejabat eselon Ill dan IV menjadi pejabat fungsional. Berikut ini adalah Struktur

Organisasi Kemenko PMK bedasarkan Permenko PMK Nomor | Tahun 2015

| STRUKTUR ORGANISASI |
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Yang kemudian disederhanakan dengan Struktur Organisasi Kemenko PMK bedasarkan

Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, sebagai berikut:
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Terjadi pengurangan jumlah unit Eselon | dilingkup Kemenko PMK yang sebelumnya

berdasarkan Permenko PMK Nomor | Tahun 2015 terdapat 8 Unit eselon la, berkurang

menjadi 7 unit Eselon la berdasarkan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020. Disamping itu

berdasarkan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 terjadi pengurangan pejabat Eselon I

dan Eselon IV yang selanjutnya dialihkan menjadi pejabat fungsional Pelantikan Pejabat

Lingkup Kemenko PMK berdasarkan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020.

Sebagai bentuk realisasinya, Menko PMK telah melantik pejabat pimpinan tinggi Madya dan

pratama berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan

Kebudayaan Nomor 31/PEG. 5 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il) di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tanggal 6 Agustus 2020

telah dilakukan pelantikan Pejabat Eselon Il dilingkup Kemeko PMK
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Gambar : Pelantikan 12 Pejabat Eselon Il yang merupakan hasil JPT



Selain penyederhaan jumlah Eselon |, juga dilakukan persiapan transformasi pejabat
eselon Il dan IV menjadi pejabat fungsional. Untuk itu Kemenko PMK telah menyusun
kebutuhan jabatan fungsional guna melakukan penyetaraan jabatan dengan rincian

sebagaimana tabel dibawah ini:



Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkup Kemenko PMK

USULAN
Nama Jabatan - - - -
No Jenjang Keahlian Jenjang Keterampilan KET
Fungsional Jumlah
Pertama | Muda | Madya | Utama | Terampil Mahir | Penyelia | Pemula
| |Perencana 72 39 32 | - - - - |44
2 Pranata
12 8 4 2 2 2 2 4 36
Komputer
3 |Pustakawan 2 2 I - - - - - 5
4 |Analis
36 26 12 2 3 2 2 - 83
kepegawaian
5 |Pranata
Keuangan - - - - 12 4 4 - 20
APBN
6 |Analis
Pengelolaan
I 7 8 - - - - - 26
Keuangan
APBN
7 |Arsiparis I 8 5 - - - - - 24




USULAN

No Nama Jabatan Jenjang Keahlian Jenjang Keterampilan KET
Fungsional Jumlah
Pertama | Muda | Madya | Utama | Terampil Mahir | Penyelia | Pemula
8 [Pranata
3 5 2 - - - - - 10
Humas
9 |Auditor 18 9 3 I - - - - 31
10 /Analis 110 72 | 45 12 - : : - 239
Kebijakan
I'l |Pengelola
Pengadaan 20 4 2 - 26
Barang/Jasa
|2 [Penata
Laksana 12 3 2 - 17
Barang
I3 |Analis 9 5 ) ) ) ) ) i 16
Anggaran
|4 [Perancang 5 16 14 ) i ] ] i 37
Peraturan




USULAN
Nama Jabatan - - - -
No Jenjang Keahlian Jenjang Keterampilan KET
Fungsional Jumlah
Pertama | Muda | Madya | Utama | Terampil Mahir | Penyelia | Pemula
Perundang
Undangan
I5 [Dokter | | ] ] ) ] ] ,
Umum
16 |Dokter Gigi | | | | - - - 4
|7 |Penerjemah 3 2 | | - - - 7
18 [Statistisi 2 2 [ [ - - - 6

Rekomendasi Jabatan Fungsional di Lingkup Kemenko PMK

Nama Jabatan

REKOMENDASI

Nomor Surat

No Jenjang Keahlian Jenjang Keterampilan
Fungsional Jumlah  |Rekomendasi
Pertama Muda Madya |Utama| Terampil | Mahir | Penyelia| Pemula
| |Perencana 72 39 32 I |44 1271/p.01/08/2020
2 |Pranata
9 6 3 I 2 2 - 24 |B-0895/BPS/2340/08/2020
Komputer
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|2 Penata
Laksana 0
Barang
'3 nals 5 2 9  [S-1517/AG/2020
Anggaran
|4 Perancang
Peraturan 16 14 37 PPE.5.PP.04.04-2208
Perundang
Undangan
|5 Dokter 0
Umum
|6 |Dokter Gigi 0
|7 Penerjemah 2 | 7 |b-397/DKK/07/2020
| 8 |Statistisi 2 | 6 B-0941/BPS/2340/05/2020




Berdasarkan Surat Keputusan Menko PMK Nomor 58/PEG 7 tahun 2020 telah dilaksanakan
pelantikan pejabat fungsional pada tanggal 22 dan 29 Desember 2020 bersamaan dengan
pelantikan Pejabat Tinggi Madya yang melalui proses open bidding berdasarkan Keputusan
Presiden nomor |92/TPA tahun 2020. Pelantikan pejabat fungsional merupakan tindak lanjut
dari Permenko PMK nomor 4 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang
telah melaksanakan implementasi penyederhanaan unit kerja eselon 3 dan 4 menjadi
kelompok jabatan fungsional. Dalam pelantikan tersebut telah dilantik 164 pejabat eselon 3
dan 4 yang bertransformasi kedalam 14 jenis jabatan fungsional yang terdiri dari 103 jenjang

keahlian muda dan 61 jenjang keahlian madya, rincian sebagaimana terlampir di bawah ini:

Jenjang Keahlian
No. [Nama Jabatan Fungsional

Pertama | Muda | Madya | Utama | Jumlah

| |Analis Anggaran - 7 | - 8
2 |Perencana - 10 6 - 16
3 |Analis Kebijakan - 55 47 - 102
4 |Analis Pengelolaan Keuangan APBN - 4 | - 5
5 |Analis Kepegawaian - y) | - 3
6 |Pranata Humas - 4 2 - 6
7 |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - 4 | - 5
8 |Pranata Komputer - 3 I - 4

9 |Perancang Peraturan Perundang-

Undangan

10 |Pustakawan - | - - |

I'l |Arsiparis - 6 - - 6
12 [Statistisi - I - - I
I3 |Analis Hukum - 4 | - 5

4 |Analis SDM Aparatur - | - - I

Jumlah - 103 61 - 164




Dalam pelantikan tersebut Bapak Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy MAP, menyatakan
bahwa Pelantikan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Tertentu ini merupakan
rangkaian dari proses Reformasi Birokrasi dalam bentuk Perampingan Birokrasi di
lingkungan Kemenko PMK. Perampingan Birokrasi perlu dilakukan agar Kemenko PMK
semakin sederhana dan semakin lincah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Pesan yang secara khusus disampaikan oleh
Menko PMK adalah, Kemenko PMK harus menjadi organisasi yang langsing, lincah dan

bekerja secara trengginas.

Dokumentasi pelantikan tanggal 22 Desember 2020.







Dokumentasi pelantikan tanggal 29 Desember 2020.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
e Kemenko PMK telah melaksanakan quick win mandatori yang ditetapkan oleh
Kemenpan RB dalam Road Map Peta Jalan reformasi Birokrasi Nasional, melalui
penyederhanaan Eselon | dan melaksanakan tranformasi dari pejabat Eselon Il dan

IV menjadi fungsional.

B. Rekomedasi
e Menyiapkan system pendukung birokrasi mulai dari aspek perencanaan, pengelolaan
keuangan, dukungan adminsitrasi kepegawaian, dan penilaian bagi pemberlakukan
jabatan fungsional bagi para pejabat Eselon Ill dan IV.
e Meningkatkan SDM dalam konteks peningkatan kualitas pejabat fungsional dalam
bidang kerjanya masing-masing.
e Melaksanakan system kerja dengan jabatan fungsional yang efektif, efisien, akuntabel,

dan transparan.



Tim Quick Win Reformasi Birokrasi Kemenko PMK
Desember 2020



